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BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI GARUT
NOMOR 100.3.3.2/KEP.286-DPMD /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GARUT NOMOR 141/KEP.864-DPMD/2019
TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KARYASARI

Menimbang

Mengingat

KECAMATAN BANYURESMI

BUPATI GARUT,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c¢

¢ 1,

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
dan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 11
Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Garut Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021
tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Daerah telah

menetapkan Keputusan Bupati Garut Nomor
141/Kep.864-DPMD /2019 tentang Pengesahan dan
Penganglkatan Kepala Desa Karyasari

Kecamatan Banyuresmi;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan
Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perybahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan
penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Garut tentang Perubahan Atas Keputusan
Bupati Garut Nomor 141/Kep.864-DPMD/2019 tentang
Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Karyasari
Kecamatan Banyuresmi;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851),



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5495) uscbagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014  Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) scbagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 20135
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 3);
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Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2023 Nomor 9);

Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 194
Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 194);

Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pemilihan Kepala Pesa (Berita Daerah Kabupaten Garut

" Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 16
Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023
Nomor 16); -

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-73
Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Garut
Provinis Jawa Barat;

Surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Nomor 10.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 hal Penegasan
Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI GARUT NOMOR
141/KEP.864-DPMD/2019 TENTANG PENGESAHAN DAN
PENGANGKATAN KEPALA DESA KARYASARI
KECAMATAN BANYURESML.
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Ketentuan diktum KEDUA dalam Keputusan Bupati Garut
Nomor 141/Kep.864-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan
Pengangkatan Kepala Desa Karyasari
Kecamatan Banyuresmi diubah, schingga berbunyi sebagai
berikut:

KEDUA : Kepala Desa secbagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU diangkat untuk masa
jabatan 8 (delapan) tahun sejak tanggal
pelantikan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 13 - 6 - 2024

Pj. BUPAZI GARgT,

BARNAS ADJIDIN



